
BUPATIPESAWARAN 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOMOR 92 TAHUN 2016 


TENTANG 


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA KECAMATAN 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATIPESAWARAN, 


Menimbang a. 	 bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasa! 4 Peraturan 
Daerab Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pesawaran dipandang perlu mengatur 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesawaran; 

b. 	 babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
99, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4749); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tenta.ng Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

http:tenta.ng


5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Nomor 61); 

10. 	Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
KECAMATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. 	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 



3. 	 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. 	 Bupati adalah Bupati Pesawaran . 

5. 	 Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Pesawaran TIpe A dan Tipe B. 

6. 	 Sekretaris adalah Sekretaris pada Kecamatan Kabupaten Pesawaran. 

7. 	 Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan Kabupaten Pesawaran. 

8. 	 Seksi adalah Seksi pada Kecarnatan Kabupaten Pesawaran. 

9. 	 Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 

10. 	 Fungsi adalah pekeIjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 

11. 	 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Kecamatan. 

BABI! 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASDAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 


KECAMATAN 


Bagian Kesatu 

KEDUDUKAN 


Pasa12 

Kecamatandibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
Pemerintahan pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan 
Kelurahan dipiropin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

SUSUNAN ORGANISASI 


Pasa13 

KECAMATAN TIPE A 

(1) 	 Organisasi Kecamatan dipimpin oleh Carnat. 

(2) 	 Camat dimaksud pada ayat (1) membawahkan : 

a. 	 Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) SubBagian terdiri dari: 


1) SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. 


2) SubBagian Program dan Keuangan. 


b. 	 Seksi Tata Pemerintahan. 

c. 	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

d. 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

e. 	 Seksi Pelayanan Umum. 

f. 	 Seksi Kesejahteraan Sosial. 

g. 	 Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. 	 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



Bagiau Ketiga 
TUGAS 

Paragraf 1 
Camat 

Pasa14 

(1) 	 Camatsebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. 	 menyelenggarakan pemerintahan umum; 

b. 	 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. 	 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 

d. 	 mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 

e. 	 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. 	 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 

g. 	 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan; 

h. 	 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 
yang tidak dilaksanakan oleh unit keIja Pemerintah Daerah Kabupaten 
yang ada di kecamatan; 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang­
undangan; 

j. 	 melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Uraian tugas Camat sebagai berikut : 

a. menyiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang tata 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, 
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sasial 
di wilayah keIjanya dalam rangka pencapaian tujuan penye1enggaraan 
tugas pokok dan fungsi Camat; 

b. 	 memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, ketentraman dan 
ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial di wilayah 
keIjanya agar sesum perencanaan yang telah ditentukan; 

c. 	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam 
bidang tata pernerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau 
Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, 
kesejahteraan sosial di wilayah keIjanya agar teIjadi kesamaan persepsi 
dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan kegiatan; 

d. 	 mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang­
undangan; 

e. 	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
Badan yang ada di wilayah keIjanya; 



f. 	 mengoordinasikan peIaksanaan intensifikasi dan ekstensiflkasi PBB dan 
pendapatan daerah lainnya; 

g. 	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

h. 	 membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan Kecamatan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya; 

i. 	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari teIjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

j. 	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang tata 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, 
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial 
di wilayah keIjanya; 

k. 	 menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

1. 	 membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; 

m. 	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf2 

Sekretariat 


Pasa1S 

(1) 	 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) 	 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, 
penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan 
keuangan. 

(3) 	 . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. 	 pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, 
kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; 

. c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan lingkup Kecamatan. 

(4) 	 Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 

a. 	 menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. 	 merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan 
kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 

c. 	 mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh bidang dan Sub Bidang dalam Iingkup 
Kecamatan; 



d. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

e. mengelola dan mengoordinasikan 
keuangan, aset dan perlengkapan; 

pelaksanaan urusan pengelolaan 

f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan, pe1aporan dan aset. 

administrasi umum, 

g. melakukan penilaian prestasi keIja 
pembinaan dan pengembangan karir; 

para Sub Bagian dalam rangka 

h. menginventarisir permasalahan-permasalahan 
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

dan menyiapkan 

i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Pemerintah (LAKIP); 

KineIja Instansi 

j. pe1aksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 
fungsi; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsL 

Paragrat3 
SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

Pasa16 

(1) SubBagian Administrasi 
Kepala SubBagian yang 
Sekretaris. 

Umum 
berada 

dan Kepegawaian dipimpin .oleh seorang 
di bawah dan bertanggungjawab kepada 

(2) SUbBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan peJayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan 
serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubBagian 
Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. pelaksanaan program dan kegiatanSub Bagian; 

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

• 
(4) Uraian tugas Kepala SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai 

berikut: 

a. menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengeloJaan administrasi umum 
dan kepegawaian; 

b. mengelola dan 
Kecamatan; 

melaksanal(an uruSan ketatausahaan dan kearsipan 

c. melaksanakan urusan administrasi 
kepegawaian eli lingkungan Kecamatan; 

dan pembinaan, pengawasan 

d. me1aksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan peIjalanan Dinas; 

e. melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan; 



f. 	 melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset 
kantor, baik bergerak maupun yang tidak bergera.k; 

g. 	 menginventarisasi masalah-masalah dan menyiapkan datajbahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

h. 	 melaksanakan evaluasi dan penyusunan Iaporan kegiatan dan program; 

i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi; 

j. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsL 

Paragraf4 

SubBagian Program dan Keuangan 


Pasal7 


(1) 	 SubBagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala SubBagian 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2) 	 SubBagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat 
program keIja dan pengelolaan keuangan Kecamatan. 

(3) 	 Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
SubBagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. 	 peIaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatanSub Bagian; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala SubBagian Program dan Keuangan sebagai berikut : 

a. 	 menyusun, merumuskan program keIja Kecamatan, baik yang bersifat 
programjangka pendek maupunjangka menengah; 

b. 	 menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana 
dan prasarana penunjang kelancaran operasional Kecamata:n; 

c. 	 menyusun daftar usuIan kegiatan; 

d. 	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA kecamata:n; 

e. 	 meIaksanaan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata 
laksana, dan pengeloIaan keuangan Kecamatan; 

f. 	 melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 

g. 	 mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Kecamatan; 

h. 	melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program keIja dan kegiatan; 

i. 	 menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi 
Pemerintah (LAKIP); 

j. 	 menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; 

k. 	 menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 

1. 	 melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan 
program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya; 



m. 	melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaannya; 

n. 	 menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD; 

o. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi; 

p. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsL 

ParagraCS 

Seksi Tata Pemerintah 


Pasal8 

(1) 	 Seksi Tata Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) 	 Seksi Tata Pemerintah mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemer:intah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Tata Pemerintah mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatanseksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahsebagai herikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kolerasi ketja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program ketja kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, serta 
rencana ketja pada seksi tata pemerintahan untuk dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. 	 menginventarisasi perruasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi tata pemerintahan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat 
daerah, UPT, Badan, Dinas dan Instansi Vertikal; 

d. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaPoran penyelenggaraan kegiatan 
pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

e. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

f. 	 menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan 
desa; 

g. 	 menyiapkan bahan untuk keperluan dalam rangka pemilihan umum 
(PEMlLU) 



(1) 

(2) 

(3) 

h. 	 melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah/ijin 
pemecahan atas hak tanah; 

i. 	 memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi Desa danlatau Kelurahan; 

j. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa 
dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan; 

k. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di 
tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

L 	 melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan 
Perwakilan Desa (BPD), penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji dan 
Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa 
(BPD) di wilayah keIjanya; 

m. 	melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan keIjasama antar Desa dan 
penyelesaian perselisihan Desa; 

n. 	 melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan; 

o. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi tata pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

p. 	 membagi habis tugas seksi tata pemerintahan kepada aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya; 

q. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana keIja 
lebih lanjut; 

r. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil keIja lebih lanjut; 

s. 	 menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan kepada 
camat sebagai pertanggungjawaban keIja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana keIja kecamatan lebih 
lanjut; 

t. 	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan berlaku. 

Paragraf6 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Pasa19 

SeksiPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahandipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada CamaL 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas 
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknisdan supervisl, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
SeksiPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahanmempunyai fungsi : 
a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 



·b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam seksi. 

(4J 	 Uraian tugas Kepala Seksi Pemherdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahansebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kolerasi keIja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program keIja Kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraban 
untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraban dan menyusun 
baban untuk pemecaban masalabnya; 

c. 	 melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat Desa dan keluraban di wilayab keIjanya; 

d. 	 melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengurusan Alokasi Dana Desa 
(ADD); 

e. 	 melaksanakan koordinasi penggunaan dana ADD yang bersifat lintas Desa; 

f. 	 melaksanakan pembinaan dan monitoring penggunaan dana ADD; 

g. 	 mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarab perencanaan 
pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; 

h. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
keIja balk pemerintab maupun swasta yang mempunyai program kerja dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 

i. 	 melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 
di wilayab keIja Kecamatan bai dilakukan oleh unit keIja pemerintab 
maupun swasta; 

j. 	 menyiapkan penyelenggaraan lomba Desa; 

k. 	 melakukan tuga-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat Desa 
dan/atau Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

1. 	 melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau 
Kelurahan di wilayab kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada satuan keIja perangkat daerab yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat; 

m. 	memimpin, mengarabkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi pemberdayaan masyarakat Desa danl atau Kelurahan 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

n. 	 membagi hasil tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa dan./atau 
keluraban kepada aparatur non strukturan umum sebagai bawabannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

o. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 



p. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil keIja lebih Ianjut; 

q. 	 menyusul laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat 
desa dan kelurahan kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana 
keIja Kecamatan lebih lanjut; 

r. 	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf7 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 


Pasal10 

(1) 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umumdipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umummempunyai tugas Penyiapari 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman 
dan Ketertiban Umum. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
SeksiKetentraman dan Ketertiban Umummempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksL 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kolerasi keIja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program keIja Kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masaIahnya; 

c. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan 
ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 

d. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia danJatau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan 
kegiatan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum 
wilayah Kecamatan; 

e. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di 
wilayah keIja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban 
umum masyarakat di wilayah Kecamatan; 

f. 	 menyiapkan bahan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB di 
wilayah Kecamatan; 



g. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

h. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Perlindungan Masyarakat/LIMNAS di wilayah keIjanya; 

i. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan KeIja Perangkat Daerah 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan 
peraturan perundang-undangan; 

J. 	 melakukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan bencana; 

k. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
dilingkungan seksi ketentraman dan ketertiban umum agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

1. 	 membagi habis tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum kepada 
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

m. 	mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana keIja 
lebih lanjut; 

n. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil keIja lebih lanjut; 

o. 	 menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban 
umum kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja keIja 
lebih lanjut; 

p. 	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf8 

Seksi Pelayanan Umum 


Pasa111 


(1) 	 Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) 	 Seksi Pelayanan Umum: mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Umum. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Pelayanan Umum mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 



(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja kecamatan sebagai 
pedoman p~nyusunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana kelJa pada seksi Pelayanan Umum untuk dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalaban yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Pelayanan Umumdan menyusun bahan untuk pemeeahan 
masalahnya; 

c. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang 
berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan; 

d. menyiapkan baban penyusunan program, pembinaan dan melaksanakan 
pelayanan kemasyarakatan di wilayab kerjanya; 

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan 
pemberian rekomendasi izin tempat usaba, izin pendirian penggilingan 
padi, dan izin usaba lainnya sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

f. menyiapkan pereneanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pereepatan pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di Keeamatan; 

g. bekerjasama dengan unit kerja terkait lainnya memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan 
penerbitan izin pendirian dan pengembangan rumab sakit, klinik bersalin, 
balai pengobatan, dan sarana kesehatan lainnya yang dikelola swasta oleh 
instansi yang lebih tinggi; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi pelayanan umum agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna ; 

i. membagi habis tugas seksi pelayanan umum kepada aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memabami 
tugas dan tanggungjawabnya; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepadacamat sebagi pertanggungjawaban kerja 
dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan reneana kerja Iebih 
lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja Iebih lanjut; 

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum kepada 
eamat sebagai pertanggungjawaban kerja dan msukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih 
lanjut; 

m. 	melaksakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf9 
Seksi Kesejahteraan Sosial 

Pasal12 

(I) Seksi Kesejabteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 



(2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungal: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

• d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Soaial aebagai berikut ; 

a. melakukan ainkronisasi dan kolerasi kerja dengan aeluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai 
pedoman penyuaunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana kerja pada sekai Kesejahteraan SoBial untuk dijadikan aCUan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisaai permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Kesejahteraan Sosial dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 
wilayah seperti bidang Keagamaan, Peringatan hari Besar Nasional dan han 
jadi Provinsi/Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan 
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , serta menyiapkan bahan 
pembinaan Seni dan Budaya Lokal, Lembaga Adat dan Suku Terasing; 

e. menyiapkan bahan koordinaai pencegahan dan penanggulangan bencana 
alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial; 

f. memberikan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan 
Pendidikan Dasar serta menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan 
kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan, serta pemberdayaan perempuan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 
kesehatan masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan 
dan pelayanan kesehatan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB); 

1. menyiapkan bahan koordinsi pencegahan dan penanggulangan 
narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 

obat, 

j. menyiapkan bahan fasilitas 
ketenagakerjaan dan perburuhan; 

pembinaan dan pengembangan 

k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 
kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan kepada Bupati; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi kesejahteraan sasia!, agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 



m. membagi habis tugas seksi kesejahteraan sosial kepada aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya; 

n. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana ketja 
Iebih Ianjut; 

o. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahannya untuk penyempurnaan 
hasil ketja Iebih lanjut; 

p. 	 menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial kepada 
Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana ketja Kecamatan lebih 
lanju1; 

q. 	 me1aksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

SUSUNAN ORGANISASI 


Pasa113 

KECAMATAN TIPE B 

(1) 	 Organisasi Kecamatan dipimpin oleh Cama1. 

(2) 	 Camat dimaksud pada ayat (1) membawahkan : 

a. 	 Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) SubBagian terdiri dari: 

1) 	 SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

2) 	 SuhBagian Program dan Keuangan. 

b. 	 Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 

c. 	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ke1urahan; 

d. 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

e. 	 Seksi Kesejahteraan Sosial; 

f. 	 Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. 	 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

TUGAS 


Paragraf 1 

Camat 


Pasa114 

(1) 	 Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

a. 	 menye1enggarakan pemerintahan umum; 

b. 	 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 



c. 	 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 

d. 	 mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupatii 

e. 	 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. 	 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 

g. 	 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan; 

h. 	 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
yang ada di Kecamatan; 

1. 	 melaksanakan tugas lain yalJg diperintahkan oleh peraturan perundang­
undangan; 

j. 	 melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintah yangmenjadi kewenangan Daerah. 

(2) Uraian tugas Camat sebagai berikut: 

a. 	 menyiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang tata 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, 
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial 
di wilayah keljanya dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fUngsi Camat; 

b. 	 memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, ketentraman dan 
ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial di wilayah 
keljanya agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan; 

c. 	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam 
bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau 
Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, 
kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya agar teljadi kesamaan persepsi 
dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan kegiatan; 

d. 	 mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang­
undangan; 

e. 	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
Badan yang ada di wiJayah keljanya; 

f. 	 mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan 
pendapatan daerah lainnya; 

g. 	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

h. 	 membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan Kecamatan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya; 

i. 	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

j. 	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang lapgkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang tata 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, 
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan sosial 
di wilayah kerjanya; 



k. menilai aktivitas, 
bawahan; 

kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 

1. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf2 
Sekretariat 

• 
(1) 

Pasal15 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
ketatausahaan meliputi administrasi unium, kepegawaian, surat menyurat, 
penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan 
keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 

b. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. pemberian dukungan atas penye1enggaraan urusan administrasi umum, 
kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; 

d. pembinaan, pengoordinasian, 
kegiatan lingkup Kecamatan. 

pengendalian, pengawasan program dan 

(4) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut: 

a. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman peJaksanaan tugas; 

b. merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan 
kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 

menetapkan 

c. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan 
administrasi kepada seluruh bidang dan Sub 
Kecamatan; 

pelayanan teknis dan 
Bidang dalam lingkup 

d. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

e. mengelola dan mengkoordinasikan 
keuangan, asset dan perlengkapan; 

pelaksanaan urusan pengelolaan 

f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset. 

administrasi umum, 

g. melakukan penilaian prestasi kerja 
pembinaan dan pengembangan karir; 

para Sub Bagian dalam rangka 

h. menginventarisir permasalahan-permasalahan 
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

dan menyiapkan 

i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Pemerintah (LAKIP); 

Kinerja Instansi 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 
fungsi; 



k. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

Paragraf3 

SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 


Pasal16 


(1) 	 SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 
Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. 

(2) 	 SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan 
serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Subbagian 
Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatanSub Bagian; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkUp Sub Bagian; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai 
berikut: 

a. 	 menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengelolaan administrasi umum 
dan kepegawaian; 

b. 	 mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan 
Kecamatan; 

c. 	 melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan 
kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 

d. 	 melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan peIjalanan Dinas; 

e. 	 melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan; 

f. 	 melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset 
kantor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak; 

g. 	 menginventarisasi masalah-masalah dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

h. 	 melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan program; 

i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi; 

j. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsL 

Paragraf4 

SubBagian Program dan Keuangan 


Pasa117 


(1) SubBagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala SubBagian 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretarls. 



(2) 	 SubBagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat 
program ke:rja dan pengelolaan keuangan Kecamatan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
SubBagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala SubBagian Program dan Keuangan sebagai berikut : 

a. 	 menyusun, merumuskan program kerja Kecamatan, baik yang bersifat 
programjangka pendek maupunjangka menengah; 

b. 	 menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana 
dan prasarana penunjang kelancaran operasional Kecamatan; 

c. 	 menyusun daftar usulan kegiatan; 

d. 	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA Kecamatan; 

e. 	 melaksanaan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata 
laksana, dan pengelolaan keuangan Kecamatan; 

f. 	 melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 

g. 	 mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Kecamatan; 

h. 	 melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan; 

i. 	 menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kine:rja Instansi 
Pemerintah (LAKIP); 

j. 	 menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; 

k. 	 menyiapkan !aporan berka!a bulanan, triwulan dan tahunan; 

1. 	 melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan 
program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya; 

m. 	melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaannya; 

n. 	 menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD; 

o. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan olch pimpinan sesuai tugas pokok 
dan fungsi; 

p. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

Paragraf5 

Seksi Tata Pemerintah dan Pelayanan Umum 


Pasal18 


(1) Seksi Tata Pemerintah dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 



(2) 	 Seksi Tata Pemerintah dan Pelayanan Umum mempunyai tugas Penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata 
Pemerintah dan Pelayanan Umum; 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Tata Pemerintah dan Pelayanan Umum mempunyai fUngsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pe1aksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintah dan Pelayanan Umum sebagai 
berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kolerasi keIja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program keIja Kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi tata pemerintahan dan pelayanan umum untuk 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi tata pemerintahan dan pelayanan umum dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan keIja perangkat 
daerah, UPT, Badan, Dinas dan Instansi Vertikal; 

d. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintah di tingkat kecamatan kepada Bupati; 

e. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; 

f. 	 menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan 
desa; 

g. 	 menyiapkan bahan untuk keperluan dalam rangka Pemilihan Umum 
(PEMILU); 

h. 	 melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah/ijin 
pemecahan atas hak tanah; 

i. 	 memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa Dan/atau Kelurahan; 

j. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa 
dan/atau Lurah, perangkat Desa dan/atau Kelurahan; 

k. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di 
tingkat kecamatan kepada Bupati; 

1. 	 melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan 
Perwakilan Desa (BPD), penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji dan 
Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa 
(BPD) di wilayah keIjanya; 



(1) 

(2) 

(3) 

m. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan keIjasama antar Desa dan 
penyelesaian perselisihan Desa; 

n. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan 
pemberian rekomendasi izin tempat usaha, izin pendirian penggilingan 
padi, dan izin usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

o. menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan percepatan pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan; 

p. bekeIjasama dengan unit keIja terkait lainnya memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan 
penerbitan izin pendirian dan pengembangan rumah sakit, klinik bersalin, 
balai pengobatan, dan sarana kesehatan lainnya yang dikelola swasta oleh 
instansi yang lebih tinggi; 

q. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan; 

r. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi tata pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

s. membagi habis tugas seksi tata pemerintahan kepada aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya; 

t. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana keIja 
lebih lanjut; 

u. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

v. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan kepada 
Camat sebagai pertanggungjawaban keIja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih 
lanjut; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
dengan petunjuk dan ketentuan berlaku. 

oleh Camat sesuai 

Paragraf6 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Pasal19 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas 
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 



c. 	 pembinaan, pengoortiinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam Iingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi keIja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program keIja kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraban 
untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalaban yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraban dan menyusun 
baban untuk pemecaban masalahnya; 

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat Desa dan kelurahan di wilayah kerjanya; 

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengurusan Alokasi Dana Desa 
(ADD); 

e. melaksanakan koordinasi penggunaan dana ADD yang bersifat lintas Desa; 

f. melaksanakan pembinaan dan monitoring penggunaan dana ADD; 

g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan di DesaJKelurahan dan Kecamatan; 

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
keIja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keIja dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 

i. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 
di wilayab keIja Kecamatan bai dilakukan oleh unit kerja pemerintah 
maupun swasta; 

j. menyiapkan penyelenggaraan lomba Desa; 

k. melakukan tuga-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan 
kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

1. 	 melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa dan 
kelurahan di wilayah ketja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat; 

m. 	memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

n. 	 membagi hasil tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 
kepada aparatur non strukturan umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

o. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun baban untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana keIja 
lebih lanjut; 

p. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil keIja lebih lanjut; 



q. 	 menyusul laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat 
Desa dan kelurahan kepada Camat sebagai pertanggungjawaban ketja dan 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana 
ketja Kecamatan lebih lanjut; 

r. 	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf7 

Seksi Ketentraman clan Ketertiban Umum 


Pasa120 

(1) 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) 	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas Penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman 
dan Ketertiban Umum. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kolerasi ketja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program keIja Kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan 
ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

d. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan 
kegiatan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum 
wiIayah Kecamatan; 

e. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di 
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban 
umum masyarakat di wilayah Kecamatan; 

f. 	 menyiapkan bahan koordinasi intensifIkasi dan ekstensifIkasi PBB di 
wilayah Kecamatan; 



(1) 

(2) 

(3) 

g. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 

h. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Perlindungan Masyarakat/LIMNAS di wilayah kerjanya; 

1. 	 menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dan/atau Kepolisian Negara Republik 
peraturan perundang-undangan; 

Indonesia di bidang penegakan 

j. me1akukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan bencana; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
dilingkungan seksi ketentraman dan ketertiban umum agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

l. membagi habis tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum kepada 
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban 
umum kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja kerja 
lebih lanjut; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

oleh camat sesuai 

ParagrafS 
Seksi Kesejahteraan Sosial 

Pasa121 

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis seksi; 

b. 	 pe1aksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup seksi; 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi. 



(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan kolerasi keIja dengan seluruh seksi dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja Kecamatan, serta 
rencana keIja pada seksi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Kesejahteraan Sosial dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masa!ahnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 
wilayah seperti bidang Keagamaan, Peringatan hari Besar Nasional dan hari 
jadi Provinsi/Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan 
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , serta menyiapkan bahan 
pembinaan Seni dan Budaya Lokal, Lembaga Adat dan Suku Terasing; 

e. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana 
alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial; 

f. memberikan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan 
Pendidikan Dasar serta menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan 
kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan, serta pemberdayaan perempuan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 
kesehatan masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan 
dan pelayanan kesehatan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB); 

i. menyiapkan bahan koordinsi pencegahan dan penanggulangan 
narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 

obat, 

J. menyiapkan bahan fasilitas 
ketenagakeIjaan dan perburuhan; 

pembinaan dan pengembangan 

k. menyiapkan bahan eva!uasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 
kesejahteraan sosia! ditingkat Kecamatan kepada Bupati; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum 
di lingkungan seksi kesejahteraan sosial, agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

m. membagi habis tugas seksi kesejahteraan sosial kepada aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada camat sebagai pertanggungjawaban 
keIja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana keIja 
lebih lanjut; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahannya untuk penyempurnaan 
hasil keIja lebih lanjut; 



p. 	 menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial kepada 
camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja kecamatan lebih 
Ianjut; 

q. 	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kelima 

Kelompok Jabatan Fungsional 


Pasa122 


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

BABm 
TATAKERJA 

Pasa123 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi, sinkronisasi 
dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing: 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­
masing dan bila teIjadi penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan hawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

• 

(6) 

(7) 

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan keIja. 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya 
dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib 
mengadakan rapat berkala. 

BABIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa124 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomar 19 
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Kabupaten dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 


PasaI25 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Ditetapkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 13 Desember 2016 

BUPATI PESAWARAN, 

dto 

DENDI RAMADHONA K. 

Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tangga11 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

dto 

HENDARMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 112 


s~~~~=~n~S:lalinan Aslinya

I'i HUKUM 

;:,~;;:--
S INGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASl lAMPIRANIl: PfRATURAN BUPATt PESAWARAN 
KECAMATAN TYPE B NOMOR 92 Tahuft 2016 
KABUPAT£N PESAWARAN fANGGAl : 13 Oesember 2016 

CAMAT 

SEKRETARIS 

I 

SEKSI 


TATAPEMERINTAHAN & 

PELAYANAN UMUM 


KASUBSAG 

ADMINIS"ffiASI UMUM & 


KEPEGAWAIAN 


SEKSI 


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA I' 


DAN KELURAHAN 

. . 

• 

I SEKSI , 

I KmNTRAMAN DAN KmRTIBAN I
L UMUM 

BUPATI PESAWARAN. 

dto 
DENDI RAMADHONA K • 

• 

KASUBBAG 

PROGRAM DAN KEUANGAN 


~... ~=l 
SEKSI 


KESEJAHTERAAN SOSIAl 



